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Menimbang : a.

c

Mengingat D 1.

2.

bzhwa dengen ditetapkonnya Undeng- undang
Nomor 1€ Tehun 1997 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerzh, Pajek  Pertunjukan
den kerameian Umum diubah menjadi  Pajak
Hiburan,

bahwa Peraturan Daerzh Kotamadyz  Daerah
Tingkat II Panglcelpinarg Nomor 8  Tahun
1984 tentang Pajak Pertunjukan dan Xera -
maian Umum perlu disesuaikan,

bahwza uniuk melaksanakan penyesuaian seba
gaimene dimaksud auruf b, perlu mengatur
kembeli Pajakx Mihuran yang ditetapken de-
lam Peraturan Daerah.

Undang-undang Nomor 28 Tzahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingket II dan Xota -
yraje di Sumatera Selatan (Zemberaniegere
Tehun 1659 Lomor 73, Tambehen Izuwbcren e
gére, Honex 1915

Undang-undang Nomor 5 Yahun 1974 tentang
Polcok~pokek Iemerintehzn DiDaerah (Zlemba=
roen Negera Trlun 1974 Yomor 38, Termbohen

ferberen e Korior 7CiT,. 019
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7.

8.

9.

10,
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Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Ba-
dan Penyelesaian Sengketa Pajak ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3684),

Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang
Pajak Daersh dan Retribusi Daerah ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3685),

Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang
Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ( Lembaran
Negara Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran .
Negara Nomor 3686), :

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 1984 ten—
tang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkalpinang dan Kabupaten Daerah
Tingkat IT Bangka ( Lembaran Negara . Tahun
1984 Nomor 15 dan Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3269),

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997
tentang Pajak Daerah (- Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 54 dan Tembahan Lembaran Negara
Nomor 3691),

Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.04-PW, 03
Tahun 1984 tentang Wewenang Penyidik Pegawai
Negeri Sipil.

Xeputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun
1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan
Peraturan Daerah Perubahan,

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 170 Ta =
hun 1997 tentang Pedoman Tata Gara Pemungutan
Pajak Daersh,

Xeputusan Menteri Dalanm Negeri Nomox 173
Tahun 1997 tentang Tata Oara Pemeriksaan di
Bidang Pajak Daerah,

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota~
madya Daerah Tingkat IT Pangkalpinang.

MEMUTUSKAN
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Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II

PANGKAIPINANG TENTANG PAJAX HIBURAN,
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

=3

b.

Cae

d.

j¢

Daerah adalah xotamadya Daerah Tingkat II Pangikal -
pinang.

Pemerintah Daerah adaleh Pemerintah Xotamadya  Daerah
Tingkat II Pangkalpinang. '

Kepala Daerah adalan Walikotamadya Kepala Daerah Ting-—
kat II Pangkalpinang.

Wilayah Daerah adalah Wileyah Daerzh Kotamadya Daerah
Tingkat II Pangkaipinang.

Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah
XKotamadya Daerah Tingkat II Pangkalpinang.

Kas Daerah adzlzh Kas Kotamadya Daerah Tingkat II Pang
kalpinang.

Pajak Hiburan yang selanjutnya disebut Pajak adalah
Pungutan Daerah atas Penyelenggarzan hiburan,

Hiburan adalah semua jeris pertunjukan, dan atau kera~
naian, dengan nama dan bentuk apapun yang ditonton
atau dinikmati oleh setiap orang dengan dipungut baya-
ran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolah
raga. . ’

Penyelengga hiburan adalah peroransza atau badan yang
menyelenggarakan hiburan baik untuk a2ias namenya sen-
diri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi
tanggungannya.

Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang
menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau men-—
dengar atau mernilmatinya atau mengmunaken fasilitas -
yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali pe~
nyelenggara, karyawan, artis den petugas yang menghadi
ri untuk melakukan tugas pengasasan.
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Tanda Masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah
dengan nama dan dalam hentuk apapun yeng dapat diguna-
kan untuk mencnton, menggunalian aiou meniicnati hidburan

Surat Pemberitaimean Fajol Dueral: noutrys di-
gingkat SPTID adcalch surat yang . oleh  Wajib
Pajek untux neloporkon periitingay 4 peambaysran na~
Jjak yang terutang menurut Peraturan Perundarng-undangen
Perpajokan Daerah.

Surat Setoran rajak Daerchi yong scianjuirye disingkat-
3SFD adalah Surat yarng digunakan oleh ’n’a.,;b rajak
untuk melalquxan gembeyaren atau penyetoran Faja yarg
terutang ke Xas Daerah atau ke tempat lcin yoang di

tetapkan oleh Kezzla Daerah.

Surat Xetetapan Pajek Daerah yang selanjutnya disingkat
SKPD adalah Surat Xeputusan yarg menentuten  besarnya
Jumlah Pajak yang te.utang.

Surat Xetetapen Fajak Daeran Kurang Bayer yeng selan —
Jutnya disingkat SKPDKB ada.L.n Surat Keputusan yang me
nentukan besarnya jumlen I IR Jumlah
kelurangen wmbuyw‘.n poke
administrasi den jusleh yeng L“c.;;.:’l arus dikeyar.,

Surat Ketetazpan 2ajak Daerah Xureng 3cyex tambahan
yang selanjutnya disingkat S{.PD‘L”‘ adalah Surat Keputu
san yang menentukoen tembzharn ates jumlch pejex yeng te
lah ditetapkan.

Surat Ketetepan Pajak Doerzh lebih Bayar yang selanjut
nya disingkat SKPDIB adalah Surat Kenutusm yang menen
tukan jumlan kelebihan pero F2.2% %irenz  jumlah
kredit pajak lebih besar dari :;k seng texutang atau
tidak seharusnya teruta:‘*.

Surat Ketetapan Pajek Daeran ¥ihil yang selanjutnya di
singkat SKFDN adalah Surat Keputusan yang menentukan -
Jumlah pajak yang terutang sema besarnya dergen kredit
Pajak atau Pajak tidak teruteng don tidak ada  kredit
Pajak.

Surat Tagihan Fajek Daerah yang selanjutnya disingikat
STPD adalah Surat untuk melakuken tagihan Fajak  atau
sanksl administrasi be.upe bungz don ateu dondo.
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BAB IT
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasgal , 2

Dengan name Fajak Hiburen dipungut atas setiap penye-
lenggaraan hiburan,

Obyek Pajak adelah semua penyelenggarzan hiburan dan
sejenisnya, J

Hiburan sebagazimena dineksud pede syct (2) cdeleh :
a, Pertunjuken 2iln,

b. Pertunjuken kesenien dan sejenisnya.

ce Pegelaran Musik dan atau tari.

d. diskotik, disko bar.

e, Xaraoke,

f. Klab malan,

g+ Permainan billyard,

h, Permainan ketangkesazn, sirius den sejenisnya,

i. Panti Pijay.

Je HMandi uap den sejenianya.

. Pertandingan Jlzh roga.

1, Tamen rekreasi, kolam renang, kolam pencing  dan
sejenisnya.

Pagal 3

Subyek Pzjak adaleh orang pribadi oteou badan yang
menonton dan atau menilmati niburan,

Wajib Pajek adalah orang pribadi atesu baden yang
menyelenggarakan hiburan,

BB III
DASAR PENGENAAN DAN TARIP PAJAX
Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adaleh jumlah pembaysran ztau yang
seharusnya dibayar untuk menontorn dan atau nmenileti hi-
buran,
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Pasal 5

Besernya tarif Pajak wntuk setiep Jjenis hiburan cdalah 3

Se

b.

Ce

Untuk jenis pertunjuxon den keramoian’ Wnm yery ieng =
gunakan sarana film dibiogkop ditetapxkan :

1. Golongan a II Utama sebeser 35 % (tiga puluh lime -
persen).

2. Golongan A II sebeser 30 % (Tiga puluh persen).

3, Golongan A I sebesar 28 % (Duapuluh delapan persen
4. Golongan B II sebesar.2 7% {(Duapuluh lima persen).
5. Golongan B I sebesar 23 % (Duapuluh tiga persen).
6. Golongan C  sebesar 20 % (Dua puluh persen).

7. Golongzn D sebesar 1T % (Tujun belas persen).

8. Jenis keliling sebeserlO f% (Sepuluh persen).

Untuk pertunjukan kesenian aptora lain kesenian tradi-
sional, pameran seni, pameran busena, kontes dan
sejenisnya sebesar 10 Y. (Sepulun peraen).

untuk pertunjukan/pageleran musik den atau tori lite -
tapkan sebesar 15 {u (Lina belas persen).

Untuk disketik, disko bar, ditetapkan sebeser 25 Y%
(Tiga puluh lima persenj.
Untuk Karaoke ditetepken sebesar 35 ¢, (Tige pulun line

nersen).

Untuk klap malan ditetapken sebesar 35 0. (Tiga puluh -
1ima persen). .

Untuk permainan billyard ditetepken sebeser 35 % (Tiga
puluh lima persen).

Untuk permainan ketangkasan, sirlus dan sejenisnya di-
tetapkan sebeser 35 fv (Tigapuluh lima persen).

Untuk panti pijat ditetapkon sebesar 35 ¢ (Tiga puluh
lima persen).

Untuk mandi uap ditetapkan sebesar 3% (. (tiga puluh
lima persen). .

Untuk pertandin%:m oleh rega ditetapkan sebesar 10 %
(Sepuluh persen;.
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1. Taman rekreasi, kolam renang, kolem vancing dan seje -
nisnya ditetapkan 10 $ (Sepuluh persen).
BB IV |
WILAYAH FEMUNGUTASN DAN CARA FERHITUNGAN
PAJAK
Pasal 6
(1) Pajak yang dipungut di Wilaysh Daersh.
(2) Besarnya Pajak yang terutang dihitung dencan cara
_ mengalikan tarif Pajek sebzgeimana dimaksud pasal 5
dengan dasar pengenaan Pajek sebagaimena dimaksud da-
lam pasal 4.
BAB ¥
MASA PAJAK, SAAT PAJAX TFRUTANG DAN
“SURAT PEMBERITAHUAY FAJAK DAERAH
Pasal 7
Maga Pajak adalah jangka waktu yang lamenya 1 (satu) bue
lan takwim,

b
B
o

Fajak teruteng delenm mase Pz,
lenggeraan hiburan,

ek terjedi pada saat penye -

Pasal 9
(1) Setiap Wajib Pajak wajib menisi SPTED.
(2) SPTPD sebagaimana dincksud pada eyet (1) harus diisi
dengan jelas, benar dan lengkep sertaz ditandatangani

IS X P S JRCI Y + S ey ey
olel Vajib ¥Yejek ataun (kzsenya.
o W i8]

(3) SPTPD sebagaimana dimaksud ayat (1), harus disampai-
kan kepada Kepala Daerah selambat-lambatnya 15 (Lima
belas) hari setelah berakhirnya mesa pajak.

(4) Bentuk, isi dan tata care pengisian den penyempaion—
SPTPD ditetapkan Kepala Dzerzah,

BAB VI
TATA CARA PERHITUNGAN DAN FENETAPAN FAJAK

Pasal 10



(1) Berdasarken SPTPD sebage.imang.ldima.ksud delem peozl 10

L

eyat (1), XKepela Deereh: menete.pkan p&dak t ruta,ne, de=
ngan men&bitkan SLPD,

.. (2) Apadila SiPD sedagzeinand dimaksud
2.7 atau kurang dibayer setelohvlowa
30 (Tige puluh) hari: seaak:.m.

~genkei odzinistrasi be <Dy .

‘sen) sebulen dan ditag:[ﬁ"ﬁ’é'xﬁ?“é"brbi‘tkan STFD.

(1) rr_dlb Fejek yeng memba\ya:c send,iri STPZD sebagaimana -
dimaksud dalem pasal 10_%’%*’(1‘) "dginakan untuk meng
hitung, mempcrhltun{;km ‘d ‘merie apkf.n Pajak sendiri
yang termtang. ’

(2) Delem jangke waktu 5 (lma.) farmun™ sesudah seat teru -
tengnya Pajak, Kepala Daprah da.pat menerbitkan :

a. SKPIKB
b. SKPDEBT
c, SKPDN

_{3) SKPDKB sebagaimena a;_ma.ksnd pada ayat (2) mruf a di-
terbitken :

2. Apabila berdesarken hesil” pemeriksaan zten ketera-—
ngan lain Pajek yeng terutang tidak atau kurang
dibayer, dikenakan sanksi“zdministrasi berupa bu-
nga sebesar 2 §. (dual Qersen) sebulen dihitung dari
Fajek yang kursng sten terlembat dibayar wntuk -
jangkae waktu peling lama,24. (dua pulu.h empat) bu-
lan dihitung sejek saa*ﬁ e te.ngm(a 2 dal,

t. spebilz SPTPD tidak d.isampa.xkan dalam jengke waktu
yeng ditentuken dan telah ditegur secara tertulis,
dl‘:enak..n sankei edmirdftrasi berupa bunga sebesar

¢; (dua persen) sebul dihitung dari Pajak .yang
lmrang atzu terlambat® waktu
paling lame 24 (dua pulsh
sejek saat terutengnyd ajeky

c. Apabila kxwajiben mengi ‘sgm tidak dipenuhi -
Pajak yeng terutang “dIbiting secara jabatan dan

edministresi b kenaikan -
besar 2% % i%'ﬁa pu.luh persgﬁpa noficgk
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pajek ditembah sanksi administrasi berupa bunga se—
besar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari Pajak
yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka wak—
tu paling lawa 24 (dua puluh erpat) bulan  dihitung
sejak saat terutangnya Fajek.

(4) SKPOKBT sebageimena dimeksud pada ayat (2) nuruf b di
terbitken apabila ditemken datae baru zteu data yang
semula belum terungkep yang menyebabkan penambahan
jumlah Pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi
administrasi berupe kenaikan sebesar 100 % (seratus -
persen) dari jumlzh kelurangon Pajak terscbut.

(5) SKPDN sebagaimana dimkasud pada ayat (2) htruf ¢ di-
terbitkan apabila jumlah Fajek yang terutang sama
besarnya dengan jumleh kredit Pajak atau Pajak tidak
terutang dan tidak ade kredit Pajak.

(6) Apabila Kewaliban membayar Pajalk terutang delam SKPDX
B dan SKPDKBT sebagaimsna dimaksud pada ayat {(2) bhu-
ruf a dan b tidak aten tidak sepenuhnya dibayer dalan
jengka waktu yeng telah ditentukan, ditagih dengar
menexbitkan STED ditambzh dengan sanksi administrasi-~
berupa bunga 2 \» (dua persen) sebulen.

(7) Penambahan jumlah pajak yang terhutang sebagaiman:
gimaksud ayat (40) tidsk dikenakan pada wajid  pajal
apabila melaporkan sendiri sebelua dilakukan tindaka:
pemeriksaan.

Pasal 12
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan dala
perhitungen den penetapan pajak den tata cara penyampaia
ditetapkan oleh Kepala Daerch.
BAB VII
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasel 13

(1) Pembayaran Pajak dilakuken di Kas Daerah atau tempat
lain yeng ditunjuk, hasil oleh Kepala Daerah sesuai
waktu yeng ditentuken dalam SPTPD, SKFD, SKPDKB, SKE
DKBT dan STPD, '

(2) Apabila pembayeran Pajelk dilakukan ditempat lein ya
ditunjuk, hasil penerimacn Pajak haxus disetor ke Ke
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Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 Jan atau dalam jengke
¢ waktu yang ditentukan oleh Kepale Daereh, C e
! (3) Pembayeran Pajak sebagdimana dimaksud pada zyat (1)
.7 - dan ayat (2) ‘dilakuken dengan menggunaken SSPD.

: o FPasel X400 T osnosnlo

i (1) Pembay‘a.r%aﬁ':?i_a,‘ ak harus dileluken sekaligus stzu lunss,

(2) Xepala Daerzh depat memberiken persetujuan kepada Wa~
Jib Pajak untuk mengangsur Pajak terutong delam lorun
welitu tertentu, setelah memenuhi persyaraten Fang
ditentukan. . .

(3) Angsuran pembayaran Pajak sebagaimena dimeksud pada -~

zt (2), harus dilakukan secera teratur dan berturut-
turut dengan dikenaken bunga sebesar 2 ¢ (dua persen )
sebulan dari jumlah Pajak yang belum atau kurang
dibayar.

(4) Kepala Daersh dapat membe ikan persetujusn kepada Wa—
3ib Pajek untuk menunde pembayaran Pajak sampad waktu
Yang ditentuken setelah memenuhi persyaratan yang di-
tentuken dengan dikenzken bunga 2 % (dua persen) se-
bulan deri jumleh Pzjzk yang belum atau kurang dibayer

(5) Persyaratan untuk dapat mengangour dan menunda pexbaya
ren serta tata cara pembeyaran angsuran dan penundean—
sebagainana dimeksud pada ayat (2) dan ayst (4) dite —
tapken oleh Hepala Deerzh,

Pasal 15

Setiap pembayeran Pajek sebzsrimina dimaksud delem rasel

15 diberiken tenda bukti pecbayzran den dicatzt dalam buky

penerimean.

Peszl 16
Bentuk, Jenis, isi formulir pembeyaran, tanda bulkti pemba~
yaran dan buku penerimacn Pajak ditetapken oleh Kepala
Daerzh,

BAB VIII

TAT CARa PENAGIILN TAJAK
Pasal 17
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(1) Surat Teguran atau Surat Peringatan ateu surat lain

yeng sejenis sebagal awal tindaken peleksznaen penagi

han pajek dikeluarken 7 (tuguh) hari sejak soaat jotuh
tempo pembayaran,

(2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Su—

rat Teguran atau Sural Peringatan atau suret lain
yerg sejenis, wejib Pajak harus meluniasi Pejak  yang
terutang.

(3) Surat Teguran, Suret Peringaten aten surat lain yeng
sejenis sebageinana dimelesud pode syet (1) dikeluar -
kan olen Fejzbat.

Pasal 18

(1) Apabile jumlah Pajak yang masih harus dibayar tidak
dilunzsi delam jangkae wektu sebogoinicnz ditentukan -
dalanm Surat Teguran atau Surat Peringatan atau Surat
lain yang sejenis, jumleh Pajak yang harus dibayar
ditagih dengan Surat Paksa.

(2) Pejabat menerbitken Surat Peksaz segera setelah lewat-—
21 (duz-. pulun satu) hari sejek tanggal Surzt Teguran
atau Surat Peringatan atau surat lain yong scjenis,

Pasal 19

Apabila Pajak yang harus dibeyer tidak dilunasi daleom

jengka waktu 2 x 24 jem sesudesh tanggal pemberitahuan Su-

rat Icksa, Pejabat segera menerbitkan Surat lerintch Me=-
laksanakan Penyitaan,
Pasal 20

Setelah dilekulten penyitaan dan wajib Pzjak belum juga -

melunasi uteng Pajalcya setelah lewet 10 (sepulun)  hari

sejak tanggal pelaksanzen Surat Perintzh Melaksanakan Pe~
nyitacn, Pejabat mengajukan permintean ponetopan tanggal
pelelangan kepada Nantor Leleng Negorc.

Pasal 21

Setelzh Ientor Lelang Negara menetopken heri, tanggal,jem

dan tempat pelcksenzan lelang, Juru Sita memberitshuken -

dengen segerc secexa tertulis lcpedoe Vejib lajek.

resel 22
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Bentuk, Jjenis dan isi formu lir yang dipergunakan untuk
pelaksanaan penagihan Pajak Daerah ditetapkan oleh Kepala
Daerah,

BAB IX *

PENGURANGAN, KBRINGAMAI DAN
PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 23
(1) Kepala Daerah berdasarken permohonan Wajid Pajak dam

pat memberikan pengurcngsn keringanan dan Pembebaszh
Pajake

(2) Tata cara pemberian pengurangen, keringanazn den pembe
basan Pajak sebagsimana dimaksud pada ayat (1) dite =
tapkan oleh Kepalaz Daerah,

BAB X

TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PINGURANGAN KZTSTAPAN
DAN FPENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRAST

Pasal 24

(1) Kepala Daerah karens jebeten atau atas permohcnan We-
Jib Pzjek depat :

2. Membetulkan S¥rD atau SXPDE3B atau SXZOK3T atau
STFD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan
tulis, kesalahen hitung den atau kekeliruan dalam
penerapan Peraturen Perundang-undangan Perpajakan
Daerah, ’

L. Fembatalkan uieu mengurangkan ketetapan palek yang
tidak benar.

c., Mengurangkan atzu menghapus sanksi adninistrasi be
rupa bunga, denda kenailkan Pajek terutang dalam
hal sanksi tersebut dikensken karena Kekhilafan
Wajib Pajak atau bukan karena kesalahonnya,

(2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangen keteta
pan dan penghzpusan atau pengurangan sanksi adminis -
trasi ates SKI'D,SKPDIB,SKPDKBT den STPD  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) herus disampaikan secars  tex
tulis oleh Wajib Pajak kepada Kepzla Daerch atau
Pejabat selambat-lanbetnya 30 (tiga puluk) hari sejak

.

.
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(2)

(3
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tanggal diterima S¥PD, SIPDIB, SEIDKBT ateu STPD de ~
ngan memberikan aleson yang jelas,

Kepala Dzerch cteu Fejebet velimg leme 3 (tige) bulen
P e 1Y C8)

gejek surat permohonan sebageimana dimeksud pede ayat
(2) diterima, sudah harus memberikan keputusan.

) Apabile setelah lewat 3 (tige) bulan sebagaimana  Qdi-

maksud pada ayat (3) Kepala Daerzh atzm Pejebet tidek
memberikan keputusen, permohonan pembetulan, pembets -
lan, pengurangan ketetepan dan penghapusen otev pengu-
rangan sanksi adninistresi dianggeap dikabulkan. |

. . BAB XI
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 25

Wajib Pajak dzpat mengajukan keberatan henye kepada
Daerah atean Pejobat atas suatu :

a. SKPD#<
b. SKPDKB

e. SKPDN'

Permohonen keberaten sebegaimena dimaksud pada ayat
(1) herus disampaikan secara tertulis dalam behasa
Indonesia paling lame 3 (tiga) bulan sejek tanggal
SKPD, SKPDKB, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDIB dan SKPDN dite -
rima oleh Wajib Pajak sebagaimana dinaksud pada  ayat
(1), kecuali apzsbila Wajib Pajak dapat menunjukan bzh-
va Jangka waktu itu tidek dapat dipenuhi kerena keada~
an dilusr kekuesaemnya.

Kepala Daerah atau Pejabat dalam jangka wektu paling
lama 12 (due belzs) bulen sejek tanggal surat periocho—
nan keberaten sebegoimena dimeksdd pada ayat (2) dite-
rima, sudah memberiken keyutusen,

Apabila setelch lewat walktu 12 (duae belas) bulan seba—
gaimana dimesud pada ayat (3) Kepala Daerah atau Peje~

bat tidek memberiken keputusan, pexmochonen keberatan
dianggap dikabulkan,
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(5) Pengajuan keberaten sebagz:imona dineksud pada - . ayat
(1) tidak menunde kewajiben membayoxr pajek.
Pagal 26 :

(1) Wajib Pajak dapat mengajuken banding kepeada Badan e~

nyelesaian Sengketa Pajak delam jangka waktu 3 (Tiga) -
bulan setelah diterimanya keputusen keberaten,

(2} Pengajuen banding sebagaimana dimaksud pada ayet (1)
tidak menunda kewajiban membayar pajak.
Pasalr 27

Apabile pengajuan keberatan sebagaimana dimlisud dalam
pasal 26 atau bending acbegrimenz dimaksud delam pasal 28
dikabulkan sebagian stau seluruhnya, kelebihan pembayaran
pajak dikembalikan dengan ditambah imbalen bunga sebesar
2 ¢; (dua persen) sebulan untuk paling lama 24 (Dua puluh
empat) bulan,

BAB XII
PENGEMBALIAN KELZBIHAN PIFDAYARAN PAJAK
Pasal 28

(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian-—
kelebihan pembayaren pajek kepada Kepala Daerah atau
Pejabat secara tertulis dan menyebutkan sekurang ~
kurangnya :

a. Nama dan Alemat wajib Pajak.

b. Masa Pajak.

¢. Besarnya kelebihan pembayeran Pajak.
d. Alasan yang jelas.

(2) Kepala Daerah atau Pejabat dalem jangka waitu paling
lama 12 (Dua belas) bulan sejak diterimanys permoho -
nan pengembalian kelebihan pembayaran pajek sebagai -
mana dimalksud pada ayat (1) harus memberikan keputu -
san.

(3) Apabila jangka wektu sebagaimana dimaksud pada  ayat
(2) dilampaui Kepala Daerzh atau Pejabat tidak membe-
rikan keputusan, permohcnan pengembalian kelebihan -~
pembayaran pajok dianggap dikabulkan dan SIFDLB harus
diterbitkan dalam jangka waltu poling lama 1 (satu )
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bulan,

(4 Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lain, kele-
bihan pembayaran pajak sebageimana dimeksud pada ayat
(2) langsung diperhitungken untuk melunasi  terlebih
dahulu uteng pajek dimeksud,

(5) Pengembalien kelebihan pembayaran pajek dilakukan da~
lam waktu paling lame 2 (dua) bulan sejak diterbitkan
nya SKPDIB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar
Kelebihan Pajak (SPHKP),

(6) apabila pengembelian kelebihan pembayaran pajok dila-
kukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diter -
bitkannya SKPDIB, Kepala Daersh atau Pejabat memberi-
kan imbalan bunga sebesar 2 ¢ (Dua persen) sebulan
atas keterlambatan pembayaran kelebihan Pajak,

Pesel 29

Apabila kelebihan pembzayaran pajak diperhitungkan dengen
utang rajek lainnya sebagaimana dimeksud dalam pesal 30
eyet (4), pembeyerannya dilaluken dengan cara  pemindzh
bukuan den bukti pemindah bukuen juga berlaku sebegai buk
ti pembayaran,
BAB XIII
KEDALUARSA
Pasal 30
(1) Hax untuk melakuxan penagihan pajak, kedaluersa sete—
lah melempaui jengka waktu 5 (lima) tahun terhitung -
sejak saat Terutangnya pzjek kecuali apabila wajib
Pajak melakuken tindaken pidena dibidang perpajaken —
daerah,
(2) Kedeluarsh penagihan pejak sebageimena @isnalkesud pada
ayat (1) tertangguh apabila :
8, Diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa, ateu
b, Ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik
langsung maupun tidak langsung.
BAB XIV
KETENTUAN PIDANA

Pasal 31
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(1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak menyampai -
kan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak
lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar
sehinggae merugikan keuangen deerah dapat dipidana de-
ngan pidana kurungan pal lama 1 {satu) tahun atem
denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak teru

tang.
(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyempaikan -
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atan tidak

lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benaxr
sehingga merugiken keuangan daerah dapat dipidana de—
ngan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun ataw
denda paling benyak 4 (empat) kali jumlah pajak
terutang.

Pagal 32

Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalem pasal 32  tidak
dituntul setelash melampaui jengka waktu 10 (sepuluh) ta~
hun sejak sazt terutangnya pajak ateu berakhirmya masa
Pajak atau berakhirnya Bagian Talun Pajak ateau berakhir -
nya Tamn Pajak,

BAB XV
PENYIDIKAN
Pasal- 33

(1) Pejabat Pegawal Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pe
merintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai Penyie=’
dikan tindak pidana dibideng Perpajekan Daerah seba -
galmana dimaksud dalam Undang-undang Namor 8 Tahun
1981 tentang Hukum Acara Pidana.

(2) »;z:elezhang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
:

&, Menerima, mencari, mengumpulken dan meleliti kete-
rangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana
dibideng Perpajakan Daersh ager keterangan atan
laporan tersenut menjadi lengkap dan jelas.,

b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan me-
ngenal orang pribadi atan Badan tentang kebenaxren
perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak
pidana Perpajakan Daerah tersebut,

+

i
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Meminta ketarangan dan bahan bukti dari orang pri
badi atau Badan sehubungan dengan tindak piﬁana
dibidang Perpajakan Daerah, :

Memeriksa buku-buku, cataten-catatan dan dokumen -
dokumen lain berkenssn dengan tindak pidana di
bidang perpajeken daerah,

Melakukan penggeledahan untuk mendapatken bahan
bukti pembukuan, pencataten dan dokumen- dokumen
lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan buk
ti tersebut, :

Meminta tenaga ehli dalem rangka pelaksanaan tugas
penyidikan terhadap pidana dibidang Perpajakan Da-
erah,

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pade saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Do-
kumen yang dibawa sebagaimana dimeksud pada huruf
e.

Memotret seseorang yeng berkaitan dengan tindak
pridana Perpajekzn Daerah,

Memanggil orang untuk didengar keterangannya den
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

Menghentikan penyidikan,
Melakukan tindakan lain yeng perlu untuk kelanca~-
ran penyidikan tindek pidana dibidang Perpajakan —

Daereh menurut Hulum yang dapat dipertanggungjawzb
kan,

Penyldik sebagaimena dimaksud pade ayat (1) memberi -
talukan dimulainys penyidikan dan menycmpaiken hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Talmn 1981 tentang Hukum Acara Pidana,

-BAB . XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pagal 35

[N
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Meminta ketarangan dan bahan bukti dari orang pri
badi atau Badan sehubungan dengan tindak piﬁana
dibidang Perpajakan Daerah, :

Memeriksa buku-buku, cataten-catatan dan dokumen -
dokumen lain berkensan dengan tindak pidana di
bidang perpajeksn daersh,

Melakukan penggeledahan untuk mendapatken bahan
bukti pembukuen, pencataten dan dokumen- dokumen
lain, serta melakuken penyitaan terhadap bahan buk
ti tersebut, :

Meminta tenaga ahli dalem rangka pelaksanaan tugas
penyidikan terhadap pidana dibidang Perpajakan Da~
erah,

Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang
berlangsung dan memeriksa identitas orang atau Do-
kumen yang dibawa sebagaimana dimalsud pada huruf
€.

Memotret seseorang yeng berkaitan dengan tindak
pridana Perpajekan Daerah,

Memanggil orang untuk didengar keterangennya den
diperiksa sebagai tersangka atau saksi,

Menghentikan penyidikan,
Melakukan tindakan lailn yeng perlu untuk kelanca-
ran penyidikan tindek pidana dibidang Perpajakan ~

Daereh menurut Hulum yang dapat dipertanggungjawzb
kan,

Penyldik sebagaimena dimaksud pada ayat (1) memberi -
tahukan dimulainyz penyidikan dan menycmpaiken hasil
penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan
ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8
Tahun 1981 tentang Hulum Acara Pidana,

“BAB . XVI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 35

[N
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Pelaksanaan Peraturan Daerch ini ditetapkan oleh Kepala
Deaersh,
Pasal 36 .

Peraturan Daersh ini mulai berlaku pada tanggel diundang-
kan, ’

Agar orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengunda -~
ngan Peraturan Daersh ini dengan penempatannya dalam
Lembaran Daersh Kotamedya Daerah Tingkat II Pkpinang,

Ditetapkan di: Pangkalpinang
Pada tanggal : 28 = 1 ~ 1998 |

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT . | ‘WALIXKOTAMADYA KEPALA DAERAH

DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PKPINANG,
TK II PKPINANG,
KETUA
cap / Dto Cap / Dto
DRS, A.HUDARNI RANI,SH DRS,H.SOFYAN REBUIN
DISABKAN : . DTUNDANGKAN :
Dengan Keputusan Menteri Dalam Lembaran Daersh Kodya
Dalam Negeri Republik Dati II Pangkalpinang
Indonesig Nomor : 06 Talun 1998
Nomor ¢ 973.26-622 Seri :

A,
24 Agustus 1998
SEKRETARIS KOTAMDYA,

Tanggal: 29 Juli 1998 Tanggal

Dexektorat Jendral
Pemerintahan Umm dan -Otonomi .
Daerah Direktur Pembinaan )
Pemerintahan Daerah Cap / Dto

Cap / Dto

DRS. K AUS AR. AS TRS.H, A.MERCHAN MUKTI.



